





Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan bahwa hakim telah menjalankan fungsi pengembangan hukum 
lingkungan perdata terutama terkait hak gugat, pemberlakuan atau penerapan asas 
keberhati-hatian, penerapan asas tanggung jawab mutlak, penentuan ganti kerugian 
lingkungan. Pengembangan itu dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: 
1. Gugatan perdata lingkungan terutama yang diajukan oleh warga perseroangan 
atau kelompok warga dan lembaga swadaya masyarakat merupakan sarana 
bagi warga secara perorangan atau kelompok dan lembaga swadaya 
masyarakat atau organisasi masyarakat untuk melindungi hak atas lingkungan 
hidup, menuntut pemulihan lingkungan hidup dan hak lingkungan hidup yang 
telah dicederai serta menuntut instansi atau pejabat pemerintah untuk 
menegakkan hukum lingkungan dengan konsisten.  Bagi warga dan lembaga 
swadaya masyarakat pengakuan hak gugat merupakan pintu masuk penting 
bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidup. Hakim 
telah memainkan fungsi penting dalam mengembangkan hak gugat perdata 
dengan memperluas makna kepentingan yaitu tidak lagi semata terkait hak-
hak kebendaan, kesehatan jasmani tetapi juga kepentingan pelestarian fungsi 
lingkungan sehingga melahirkan doktrin-doktrin hak gugat baru yang dalam 
hukum acara yang berlaku tidak dikenal seperti hak gugat lembaga swadaya 
masyarakat dan hak gugat warga walaupun pada saat gugatan diajukan 
undang-undang yang berlaku belum mengatur hak-hak gugat itu.  
  
2. Pengembangan hukum pembuktian dalam perkara perdata lingkungan terjadi 
dalam dua hal. Pertama, dengan penerapan asas kehati-hatian dalam Pasal 2 f 
UUPPLH. Asas Kehati-hatian yang diadopsi dari Prinsip ke 15 Deklarasi Rio 
mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian pembuktian 
tentang apakah sebuah kegiatan  menimbulkan dampak negatif atau tidak pada 
lingkungan hidup, maka pengambil keputusan, termasuk hakim harus 
membuat keputusan atau putusan yang lebih menguntungkan pada upaya 
perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup jika kegiatan itu diperkirakan 
menimbulkan dampak negatif  yang serius  atau kerugian lingkungan hidup 
yang tidak dapat dipulihkan (irreversible damage). Majelis Hakim Agung 
berpendapat bahwa kegiatan yang merusak kawasan hutan termasuk dalam 
pengertian kegiatan yang merupakan ancaman serius terhadap lingkungan 
hidup dan yang menimbulkan dampak negatif tidak terpulihkan sehingga 
diberlakukan asas kehati-hatian. Pengembangan kedua, dengan penerapan 
tanggungjawab mutlak – yang diadopsi dari strict liability dalam sistem 
hukum Anglo Saxon - Majelis Hakim dengan menafsirkan klausula: dalam 
Pasal 88 UUPPLH yaitu  “Setiap orang yang tindaknnya, usahanya  dan atau 
kegiatannya.... yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup 
bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian 
unsur kesalahan”. Majelis Hakim telah mengisi atau menafsirkan kegiatan-
kegiatan yang menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan termasuk dalam 
pengertian klausula “yang menimbulkan ancaman serius  terhadap lingkungan 
hidup”. 
3. Pengembangan atas pengakuan dan penentuan kerugian lingkungan atau 
kerugian ekologis khususnya kerusakan kawasan hutan yang diterjemahkan 
  
dalam  bentuk mata uang rupiah walaupun kawasan hutan mengandung nilai 
yang tidak mudah diukur dengan nilai mata uang karena kawasan hutan 
memiliki multi fungsi ekologis. Putusan pengadilan memperlihatkan bahwa 
penentuan ganti rugi terhadap kawasan hutan yang sudah rusak dan tidak 
dapat dipulihkan kembali tidak menggunakan kriteria hak kebendaan. 
Kerugian ekologis tidak terkait dengan kepentingan manusia secara langsung. 
Dengan demikian putusan-putusan hakim dalam perkara perdata lingkungan 
telah menambah satu kategori kerugian baru yaitu kerugian ekologis selain 
kategori-kategori yang sudah dikenal dan terkait dengan kepentingan manusia 
secara langsung yaitu  kerugian kebendaan, kerugian kehilangan atau 
berkurangnya  mata pencarian dan kerugian kesehatan. Dengan demikian, 
meskipun sistem hukum Indonesia termasuk ke dalam rumpun sistem hukum 
sipil atau sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan kekuasaan 
legislatif dan kekuasaan eksekutif sebagai pelaku-pelaku utama dalam 
melaksanakan fungsi pengembangan hukum melalui undang-undang sebagai 
sumber hukum, hasil studi disertasi ini telah mengungkapkan bahwa 
kekuasaan judikatif yang direpresentasikan oleh hakim majelis perkara perdata 
di Indonesia ternyata telah berperan penting dalam pengembangan hukum 
lingkungan, khususnya hukum lingkungan perdata. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dalam 
kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada pembuat undang undang, Presiden dan DPR RI, sebaiknya 
merespon perkembangan praktik  hukum yang telah melahirkan hak gugat 
  
warga dalam konteks lingkungan hidup dengan mengatur konsep hak gugat 
warga ke dalam perundang-undangan juga ketentuan hukum acara perdata 
yang berlaku dalam perkara lingkungan hidup sehingga dapat diwujudkan 
kepastian dan konsistensi hukum. 
2. Disarankan kepada Mahkamah Agung agar terus melaksanakan program 
sertifikasi hakim lingkungan sehingga terwujud efektivitas penanganan 
perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai upaya perlindungan 
lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan yang layak dan selalu 
berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum lingkungan baik yang berlaku 
nasional maupun internasional. 
3. Disarankan kepada  Hakim perkara perdata lingkungan harus berani 
meninggalkan fungsi konvensional yaitu sepenuhnya pasif sebaliknya 
berfungsi agak aktif dalam beberapa situasi bahkan melakukan judicial 
activism  terutama dalam menentukan ganti rugi yang berkaitan dengan 
kerugian ekologis. Mengingat upaya pemulihan lingkungan yang rusak apabila 
tidak segera dipulihkan dapat berdampak kepada kehidupan lingkungan 
sekitarnya, maka Hakim diharapkan juga  bersikap luwes dengan mengadakan 
suatu terobosan dalam proses beracara sengketa lingkungan hidup dan dalam 
putusannya memperhatikan prinsip efisiensi dalam penjatuhan ganti rugi dan 
biaya pemulihan.   
4. Studi disertasi ini telah mengungkapkan bahwa hakim melalui putusan-
putusan dalam perkara perdata lingkungan hidup telah menjalankan fungsi 
penting dalam penegakan hukum ligkungan perdata dan penyelesain sengketa 
karena telah mengabulkan petitum gugatan penggugat dengan melakukan 
interpretasi-interpretasi dan judicial activism untuk kepentingan perlindungan 
  
lingkungan hidup. Beberapa putusan yang dibahas dalam disertasi ini telah 
memiliki kekuatan hukum tetap. Namun demikian, masih perlu dilakukan 
studi lebih lanjut sejauhmana putusan-putusan perkara perdata lingkungan 
telah dilakukan eksekusi. Eksekusi putusan perkara perdata lingkungan 
merupakan tema di luar lingkup disertasi ini. Oleh sebab itu, pada masa datang 
penting dan perlu dilakukan suatu studi untuk disertasi dengan mengambil 
pokok permasalahan eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup dan 
penggunaan dana ganti rugi lingkungan hidup untuk pemulihan lingkungan 
hidup.   
 
